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ABSTRAK 
Dalam penerapan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok di Kota Manado masih beum 
mendapat respon positif dari masayarakat.  Hal itu terlihat dari masih banyaknya masyarakat 
yang tetap merokok di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan bebas rokok. Dengan 
menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2017:29), penelitian ini akan mengkaji implementasi 
dari program kawasan bebas rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Manado. 
Implementasi disini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh 
Edward III (2003) tentang implementasi kebijakan. Menurutnya beberapa hal yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: Comunication (Komunikasi), Resources 
(Sumber Daya), Disposition (Disposisi), dan Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi). Temuan 
penelitian menggambarkan implementasi kebijakan di Kota Manado masih jauh dari harapan. 
Penyebab sehingga tidak terlaksananya aturan ini diantaranya adalah kurangnya sosialisasi dari 
pemerintah, sehingga tempat-tempat yang telah di tentukan oleh pemerintah kota Manado 
untuk tidak bisa merokok, tapi banyak masyarakat yang merokok di tempat-tempat yang telah 
di tentukan. Padahal, jelas tertulis dalam perda Kota Manado nomor 5 tahun 2017 tentang 
Kawasan Tanpa Rokok, yang di dalamnya menjelaskan bahwa setiap warga daerah Kota Manado 
yang melanggar aturan ini akan di kenakan sanksi dan akan mendapatkan hukuman sesuai 
dengan waktu yang telah di tentukan. Permasalahan yang juga muncul ketika masih banyak 
masyarakat yang melanggar atruran ini, ketika sanksi dari aturan ini belum bisa di eksekusi oleh 
pihak pemerintah yang ada, karena sejauh ini belum ada masyarakat pelanggar aturan ini yang 
di dapati sanksi yang ada. Dan juga pemerintah yang ada, belum bisa mengganggap serius aturan 
tersebut. Sehingga dalam penerapan yang ada masih terdapat berbagai kendala untuk bisa 
menerapkan peraturan ini dengan baik, dan tentunya sesuai dengan tujuan yang di inginkan. 
 




The implementation of the policy on smoking free areas in Manado City has not received a 
positive response from the community. This can be seen from the large number of people who 
continue to smoke in areas that have been designated as smoke-free areas. Using qualitative 
methods (Moleong, 2017: 29), this study will examine the implementation of the smoke-free area 
program established by the Manado City Government. The implementation here will be studied 
using the approach proposed by Edward III (2003) regarding policy implementation. According to 
him, several things can affect the success of an implementation, namely: Communication, 
Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The research findings illustrate that policy 
implementation in Manado City is still far from expectations. The reasons for not implementing this 
rule include the lack of socialization from the government, so that the places that have been 
determined by the Manado city government not to be able to smoke, but many people smoke in 
designated places. In fact, it is clearly written in the Manado City regulation number 5 of 2017 
concerning No-Smoking Areas, which explains that every citizen of the City of Manado who violates 
this rule will be subject to sanctions and will get punishment according to the time specified. The 
problem that also arises when there are still many people who violate this rule, when the sanctions 
from this rule cannot be executed by the existing government, because so far no people who violate 
this rule have found the existing sanctions. And also the existing government, has not been able to 
take this regulation seriously. So that in existing applications there are still various obstacles to 
being able to apply this rule properly, and of course in accordance with the desired objectives. 
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Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 
optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia yang ditandai oleh 
penduduknya hidup dalam lingkungan dengan perilaku hidup sehat.  
Seperti yang kita ketahui, rokok merupakan salah satu yang membuat lingkungan sekitar 
kita menjadi tidak sehat, karena asap yang dihasilkannya mengandung banyak zat berbahaya 
yang dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan serta mengganggu kesehatan penikmatnya 
maupun orang disekitarnya. Sebagian besar orang bisa meninggal dikarenakan mengonsumsi 
rokok dengan berlebih. Awalnya memang tidak terasa sakit, tetapi semakin lama seseorang 
mengonsumsi rokok, maka akan banyak timbul berbagai penyakit dalam tubuhnya. Rokok 
merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap asapnya 
termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman 
nicotiana rustica, nicotiana tabacumdan spesies lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan 
tar dengan atau bahan tambahan. Dampak asap rokok sudah menjadi isu penting dalam 
beberapa tahun terakhir. 
Banyak penelitian mempublikasikan bahaya asap rokok bagi si perokok maupun bagi 
orang yang berada disekitarnya. Kebiasaan merokok merupakan perilaku yang sulit untuk 
diubah karena efek kecanduan yang ditimbulkan dari nikotin, namun disadari untuk dapat 
mengurangi dampak negatifnya terutama terhadap lingkungan, demi kesehatan masyarakat, 
harus ada kebijakan efektif yang diambil, salah satunya dengan penerapan kawasan tanpa rokok. 
Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok yaitu sanksi administratif 
seperti teguran dan denda administrasi. Beberapa daerah di Indonesia telah menetapkan 
Kawasan Tanpa Rokok, seperti Jakarta, Bogor, Palembang, Yogyakarta, Padang Panjang dan Kota 
Manado. 
Kawasan Tanpa Rokok merupakan sebuah kebijakan yang membutuhkan 
pengimplementasian dari setiap pemangku kebijakan agar tujuannya dapat terwujud. Kawasan 
Tanpa Rokok adalah salah satu upaya pemerintah dalam melindungi orang yang tidak merokok 
dari paparan asap rokok. Pengendalian asap rokok dari para perokok merupakan solusi dalam 
menjaga kesehatan perokok aktif, maupun perokok pasif agar dapat menghirup udara bersih 
yang bebas dari paparan asap rokok dengan melakukan penerapan Kawasan Tanpa Rokok 
(Kemenkes, 2011). Upaya ini juga diharapkan mampu mengurangi prevalensi perokok di 
Indonesia yang terus meningkat dan tercatat sebagai negara yang memiliki jumlah perokok 
terbesar ketiga di dunia setelah India dan China. Bahkan menurut survey dari Global Adult 
Tobacco Survey prevalensi perokok di Indonesia naik menjadi urutan kedua terbesar di dunia. 
World Health Organization (WHO) telah menawarkan sebuah strategi untuk mengatasi 
masalah yang diakibatkan oleh rokok yaitu dengan enam paket intervensi kebijakan “Cost-
Effective” MPOWER untuk mengendalikan konsumsi rokok salah satunya, perlindungan terhadap 
paparan asap rokok (Protect People From Tobacco Smoke). Tahun 2003 WHO juga telah 
memprakarsai instrumen hukum internasional dalam melindungi kesehatan masyarakat dunia 
dari paparan asap rokok dan penyebaran epidemi tembakau di dunia. Dari hasil negosiasi antar 
negara-negara anggota WHO pada bidang kesehatan ke-56 pada tanggal 21 Mei 2003, telah 
disepakati Framework Convention Tobacco Control (FCTC) sebagai payung hukum untuk 
melindungi setiap warga negara. FCTC menjadi instrumen hukum internasional sejak tanggal 27 
Februari 2005 yaitu 90 hari setelah 40 negara yang telah menandatangani dan meratifikasi. 
Pembahasan dalam naskah FCTC secara umum di bagi atas dua yaitu pertama 
pengendalian permintaan konsumsi tembakau (demand reduction) dan yang kedua 
pengendalian pasokan tembakau (supply reduction). WHO (2015) menyatakan bahwa sudah 180 
negara yang meratifikasi FCTC hingga saat ini dan belum termasuk Indonesia. Indonesia belum 
menjadi bagian dari 180 negara yang telah meratifikasi FCTC, untuk itu dalam menjaga 
kesehatan masyarakat di Indonesia dari rokok, upaya yang dilakukan dituangkan dalam sebuah 
peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri 188/Menkes/PB/1/2011 No. 
7 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dengan mengingat, 
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang 
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 36 tahun 




Menurut PP No. 109 tahun 2012 Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang 
dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan untuk memproduksi, menjual, 
mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok 
ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menerapkan Kawasan Tanpa 
Rokok, memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan 
lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat, dan melindungi masyarakat secara umum 
dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung. (Kemenkes RI, 2011) 
Tahun 2011, di Indonesia tercatat sudah ada 21 provinsi dan 50 kabupaten/kota diwilayah 
kerjanya yang memiliki peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan dampak 
merokok bagi kesehatan. Sedangkan di tahun 2012, daerah yang memiliki atau melaksanakan 
aturan Kawasan Tanpa Rokok meningkat menjadi 10 provinsi dan 226 kabupaten/kota se 
Indonesia. Dari data diatas menunjukkan bahwa sudah banyak daerah yang telah memiliki atau 
melaksanakan aturan Kawasan Tanpa Rokok. 
Dalam PERDA kota Manado nomor 5 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah 
ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, 
atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk 
tembakau. Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat 
proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, 
tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan. Tempat proses belajar mengajar adalah 
tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan. 
Tempat proses belajar mengajar yang dimaksud dibagi atas dua yaitu tempat pendidikan formal 
diantaranya Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas 
(SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah, Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, 
Institut, Universitas dan tempat pendidikan Nonformal yaitu Lembaga Kursus, Lembaga 
Pelatihan, Kelompok Belajar, Taman Kanak-kanak, Pusat Belajar Masyarakat. 
Terkait dengan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kota Manado, sejauh 
ini peraturan tersebut masih di abaikan oleh sebagian besar masyarakat, dikarenakan masih 
banyak masyarakat yang tidak menaati peraturan tersebut karena masih banyak di dapati 
masyarakat yang merokok di tempat – tempat yang sudah di tentukan oleh pemerintah daerah 
untuk tidak merokok, bahkan di instansi pemerintahan juga masih banyak pegawai yang ada, 
masih merokok di kantor yang ada, padahal jelas tertulis dalam peraturan daerah tersebut 
bahwa tidak boleh merokok di tempat kerja ataupun instansi pemerintahan yang ada. Hal ini 
bisa terjadi karena sanksi dari peraturan daerah tersebut masih belum tegas dan sejauh ini 
belum terlihat jelas sanksi apa yang di dapati oleh perokok yang melanggar aturan tersebut.  
Dalam penerapan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok di Kota Manado masih di 
dapati masyarakat yang ada belum menaati peraturan tersebut, hal tersebut di buktikan masih 
banyak perokok yang tidak mematuhi peraturan tersebut, hal yang menyebabkan sehingga tidak 
terlaksananya aturan ini yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang ada sehingga tempat 
– tempat yang telah di tentukan oleh pemerintah kota Manado untuk tidak bisa merokok tapi 
banyak masyarakat yang merokok di tempat – tempat yang telah di tentukan. Padahal, jelas 
tertulis dalam perda Kota Manado nomor 5 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang di 
dalamnya menjelaskan bahwa setiap warga daerah Kota Manado yang melanggar aturan ini 
akan di kenakan sanksi dan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan waktu yang telah di 
tentukan. Permasalahan yang juga muncul ketika masih banyak masyarakat yang melanggar 
atruran ini, ketika sanksi dari aturan ini belum bisa di eksekusi oleh pihak pemerintah yang ada, 
karena sejauh ini belum ada masyarakat pelanggar aturan ini yang di dapati sanksi yang ada. 
Dan juga pemerintah yang ada, belum bisa mengganggap serius aturan tersebut. Sehingga dalam 
penerapan yang ada masih terdapat berbagai kendala untuk bisa menerapkan peraturan ini 




A. Konsep Implementasi Kebijakan 
Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster (Wahab, 2008:64) 
adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus 




out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk 
menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berasal dari bahasa Inggris 
yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan 
sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. 
Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-
undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-
lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.  
Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van 
Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang 
dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah 
atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 
keputusan kebijakan. Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan 
oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan 
tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.  
Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-
pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas 
untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. 
Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:68) juga mendefinisikan implementasi yang merupakan 
pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat 
pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 
keputusan badan peradilan”.Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan 
pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk Undang-Undang juga berbentuk perintah atau 
keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses 
implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan 
pengesahan Undang-Undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan 
dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. 
 
B. Tinjauan tentang Kawasan tanpa Rokok 
Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang 
dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, 
mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. (Perda No. 5 Tahun 2017). 
 Regulasi kawasan tanpa rokok International 
Farmework Convention Tobacco Control (FCTC) merupakan hukum internasional dalam 
pengendalian masalah tembakau yang akan mengikat negara-negara yang telah meratifikasinya. 
Konvensi ini dan protokol-protokolnya bertujuan untuk melindungi generasi sekarang dan 
mendatang terhadap kerusakan kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi akibat 
dari paparan asap tembakau, sehingga dibentuklah sebuah kerangka sebagai upaya 
pengendalian tembakau untuk dilaksanakan pada tingkat regional, nasional maupun 
internasional guna mengurangi secara berkelanjutan dan prevalensi penggunaan tembakau 
serta paparan terhadap asap rokok (WHO FCTC). Isi dalam naskah FCTC secara umum terbagi 
atas dua bagian yaitu yang pertama adalah upaya untuk menurunkan penggunaan rokok melalui 
penurunan permintaan (demand).  Adapun upaya yang dilakukan yaitu: 
a. Penggunaan mekanisme pengendalian harga dan pajak. 
b. Pengendalian/penghentian iklan, sponsorsip dan promosi. 
c. Pemberian label dalam kemasan rokok yang mencantumkan peringatan kesehatan dan 
tidak menggunakan istilah yang menyesatkan. 
d. Pengaturan udara bersih (proteksi terhadap paparan asap rokok). 
e. Pengungkapan dan pengaturan isi produk tembakau. 
f. Edukasi, komunikasi, pelatihan dan penyadaran publik dan, 
g. Upaya mengurangi ketergantungan dan menghentikan kebiasaan merokok.  
 
Sedangkan yang kedua upaya dalam mereduksi suplay yaitu yang berhubungan dengan: 
a. Perdagangan gelap atau penyelundupan produk tembakau. 




c. Upaya mengembangkan kegiatan ekonomis alternatif (economically viable alternative 
solutions). 
 
 Regulasi kawasan tanpa Rokok Nasional 
Aturan pengendalian tembakau/rokok di Indonesia sudah lama diterapkan, bahkan 
sudah mengalami beberapa perubahan yaitu diantaranya : 
a. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. 
Pasal di dalamnya mengatur iklan rokok, peringatan kesehatan, pembatasan kadar tar 
dan nikotin, penyampaian kepada masyarakat terkait isi produk tembakau, sanksi dan 
hukuman, pengaturan otoritas, serta peran masyarakat terhadap kawasan bebas asap 
rokok. 
b. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2000 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan 
merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999, yang membahas 
terkait iklan rokok dan memperpanjang batas waktu bagi industri rokok, untuk 
mengikuti perturan pemerintah yang awalnya 5 tahun menjadi 7 tahun setelah 
dinyatakan berlaku. 
c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, 
merupakan revisi Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2000, yang membahas tentang 
ukuran dan jenis peringatan kesehatan, pembatasan waktu pada media elektronik dan 
pengujian kadar tar serta nikotin. 
d. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada bagian ke tujuh belas 
membahas terkait pengamanan zat adiktif, kemudian di pasal 115 pada ayat satu 
mengulas tentang tempat-tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok dan pada ayat 
kedua mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah menetapkan Kawasan Tanpa 
Rokok di daerahnya. 
e. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 
188/MENKES/PB/I/2011/ No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok. 
Kawasan Tanpa Rokok memiliki tujuan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian 
kedua pasal dua membahas terkait pengaturan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok 
bertujuan untuk : 
1) Memberikan acuan pada pemerintah daerah dalam menetapkan KTR. 
2) Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok. 
3) Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. 
4) Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik 
langsung maupun tidak langsung. 
f. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang 
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Peraturan ini 
merupakan amanat dari Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 bagian ketujuh 
belas tentang pengamanan zat adiktif pasal 116 yang berbunyi bahwa ketentuan lainnya 
akan diatur dengan perturan pemerintah. Peraturan ini mengatur secara spesifik terkait 
Kawasan Tanpa Rokok terutama pada aturan iklan, promosi, sponsorship, sanksi-sanksi, 
dan sebagainya. 
 
 Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Kota 
Peraturan kawasan Tanpa Rokok Kota Manado telah ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 
2017 oleh DPRD Kota Manado dan Walikota Manado. 
Peraturan Kawasan Tanpa Rokok yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat, dan 
Kota menetapkan tempat-tempat yang wajib menjadi Kawasan Tanpa Rokok yaitu: 
1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
2) Tempat Proses belajar mengajar 
3) Tempat anak bermain 
4) Tempat Ibadah 
5) Angkutan Umum 
6) Tempat Kerja 




 Peraturan Daerah Kota Manado nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan tanpa Rokok 
Dalam peraturan daerah Kota Manado nomor 5 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok 
Bab IV pasal 8 menjelaskan bahwa ada kawasan tertentu yang tidak bisa untuk merokok : 
1) Walikota berwenang menetapkan Kawsan Tanpa Rokok ; 
2) Kawasan Tanpa Rokok, antara lain : 
a. fasilitas pelayanan kesehatan; 
b. tempat proses belajar mengajar; 
c. tempat anak bermain; 
d. tempat ibadah; 
e. angkutan umum; 
f. tempat kerja; dan; 
g. tempat umum dan tempat lain yang di tetapkan. 
3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. 
Dalam penjelasan peraturan daerah Kota Manado nomor 5 tahun 2017 tentang Kawasan 
Tanpa Rokok tepatnya pada pasal 8 sudah jelas tertulis bahwa tempat-tempat tersebut tidak di 
perbolehkan untuk merokok, namun kenyataanya bahwa masih banyak masyarakat, aparat, 
bahkan pemerintah sendiri yang merokok di daerah yang sudah ditetapkan untuk tidak boleh 
merokok. Hal ini disebabkan karena kesadaran dari masyarakat dan oknum-oknum yang ada 
masih kurang sehingga kawasan tersebut masih banyak yang merokok. Tindakan yang 
sebenarnya harus di perhatikan oleh pemerintah sendiri yaitu mempertegas sanksi yang ada 
bagi masyarakat ataupun oknum yang ada, untuk tidak boleh merokok di kawasan yang sudah 
ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Manado.  
Dalam peraturan daerah Kota Manado nomor 5 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok 
Bab VII pasal 18 menjelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam penerapan kebijakan 
kawasan tanpa rokok ini sangat penting : 
1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di 
Daerah. 
2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : 
a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan 
penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok; 
b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang 
diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. 
c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan 
informasi kepada masyarakat; 
d. masyarakat wajib melakukan teguran kepada setiap orang yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, 
pasal 14, pasal 15 dan/atau pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) ; 
e. melaporkan kepada pimpinan Kawasan Tanpa Rokok, penanggungjawab Kawasan 
Tanpa Rokok, dan/atau petugas pada Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa 
Rokok, dalam hal terdapat orang yang terbukti melanggar ketentuan dalam pasal 
10, pasal 12, pasal 13, pasal 14, dan/atau pasal 15, perorangan dapat melaporkan 
kepada petugas Satuan Petugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah 
Daerah, atau Dinas apabila pimpinan/penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok 
mengabaikan laporan masyarakat dan/atau melanggar pasal 11 dan/atau pasal 16 
ayat (1), ayat (2), dam/atau ayat (3); 
f. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat disalurkan melalui kotak 
saran, kotak pos, dan/atau hotline telepon; 
g. Pemerintah Daerah wajib menyiapkan saluran laporan sebagaimana dimaksud 
pada huruf f dan wajib merespon setiap laporan. 
Dalam peraturan daerah Kota Manado nomor 5 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok 
Bab X pasal 21 menjelaskan bahwa perlu adanya sanksi bagi pelanggar kebijakan kawasan tanpa 




1) Setiap orang yang mengiklankan diluar ruang/atau melakukan kegiatan sponsor, yang 
tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dan/atau 
pasal 12, dikenakan sanksi administrasi pleh pemerintah daerah berupa: 
a. Teguran lisan; 
b. Peringatan tertulis; 
c. Penghentian kegiatan; atau 
d. Pencabutan izin. 
Pasal 22 
1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a 
dan/atau huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa: 
a. teguran lisan; 
b. peringatan tertulis; 
c. penghentian kegiatan; 
d. denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). 
2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d 
dan huruf e, pasal 13, pasal 14, dan atau pasal 15, dan/atau pasal 16 ayat (1), ayat (2), 
dan atau ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa: 
a. teguran lisan; 
b. peringatan tertulis; 
c. penghentian sementara kegiatan; dan 
d. denda administratif  sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
3) Sanksi administrasi berupa teguran lisan dimaksud dalam ayat(1) huruf a dikenakan 
seketika oleh petugas dari Satuan Petugas Kawasan Tanpa Rokok, apabila terjadi 





Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif (Moleong 2010:5), yang 
akan mengkaji implementasi Peraturan Daerah kota Manado tentang kawasan tanpa rokok 
khususnya di Kecamatan Malalayang. Fokus penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan 
pendekatan yang dikemukakan George C. Edward (2003) tentang implementasi kebijakan. 
Edward mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu 
implementasi, yaitu: Comunication (Komunikasi), Resources (Sumber Daya), Disposition 
(Disposisi), dan Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi). Pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan 




Implementasi Kebijakan Kawasan tanpa Rokok di Kota Manado 
Dalam upaya menangani masalah perokok aktif dan pasif di kota Manado, pemerintah 
Kota Manado mengambil sebuah langkah kebijakan untuk memberlakukan Kawasan Tanpa 
Rokok di Kota Manado. Tidak semua orang tahu apa itu kawasan tanpa rokok, maka ada 
sosialisasi yang diperlukan untuk menginformasikan tentang kebijakan yang sedang diterapkan 
di kota ini. Implementasi kebijakan pemerintah kawasan tanpa rokok dapat melalui video iklan, 
hal ini untuk memberikan gambaran bagi masyarakat bagaimana merokok secara bijak. 
Implementasi kebijakan dalam sebuah iklan berdurasi pendek ini merupakan salah satu usaha 
pemerintah daerah Kota Manado untuk mensosialisasikan sebuah peraturan baru secara tidak 
langsung melalui perantara media televisi. Dalam usaha pemerintah untuk menerapkan 
kebijakan yang sudah terbilang lama yakni sudah sejak tahun 2017 dengan keluarnya perda 
Kota Manado nomor 5 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok tentang kawasan dilarang 
merokok, maka sejak tahun 2017 sudah diterapkan adanya kawasan tanpa merokok. Kebijakan 
pemerintah ini termasuk jenis kebijakan regulatori, menurut Anderson yang dikutip oleh 
Herabudin dalam bukunya yaitu, kebijakan berupa pelarangan dan pembatasan perilaku 




melarang adanya merokok di daerah yang sudah di tentukan di daerah tertentu. Akan tetapi 
kebijakan ini sosialisasinya dianggap kurang oleh masyarakat, karena banyak masyarakat Kota 
Manado belum mengetahui adanya kawasan-kawasan tanpa rokok. 
Kota Manado mengeluarkan Perarturan Daerah no 5 tahun 2017 tentang kawasan tanpa 
rokok. Dalam tingkatan kebijakan pemerintah lingkup wilayah daerah kebijakan ini termasuk 
kebijakan umum dimana pemerintah daerah sebagai pelaksana yang berwenang dalam 
menetapkan kebijakan. Kebijakan pada lingkup daerah yaitu Perda Kota Manado nomor 5 tahun 
2017. Pemerintah daerah Kota Manado menerbitkan peraturan tersebut karena angka perokok 
di Manado sudah mulai mengkhawatirkan. Setelah Perda ini diterbitkan sebagai landasan 
hukum secara adminitratif maka dilanjutkan untuk membuat Peraturan Daerah sesuai dengan 
peraturan pemerintah yang tertuang dalam UU no 36 tahun 2009 pasal 115 ayat 1 dan 2, yang 
mengharuskan semua daerah untuk memiliki peraturan yang mengatur adanya kawasan tanpa 
rokok di daerah masing-masing. 
Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Manado 
akan dilihat menurut George C. Edward mengemukakan beberapa hal yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu: 
1. Comunication (Komunikasi), merupakan faktor penting pertama dalam implementasi 
kebijakan. Komunikasi bertujuan untuk memberikan informasi dari pihak yang berwenang 
kepada pelaksana kebijakan tentang maksud dari implementasi kebijakan. Pelaksana 
Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota adalah kebijakan yang di keluarkan oleh 
pemerintah Kota manado untuk masyarakat yang ada, agar tidak terdampak bahayanya 
asapa rokok . Pihak Pemerintah Kota Manado sendiri  mempunyai wewenang atau tugas 
untuk mengkomunikasikan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada semua elemen 
masyarakat yang ada. Komunikasi dalam implementasi kebijakan terdiri dari 3 dimensi 
yaitu dimensi transmisi (transmision), dimensi kejelasan (clarity), dimensi konsistensi 
(consistency). Dimensi transmisi mengharapkan agar kebijakan disampaikan kepada 
sasaran kebijakan agar tujuan dari kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan 
baik. Sosialisasi menjadi alat komunikasi Pemerintah Kota Manado untuk menyampaikan 
kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota ini. Kegiatan sosialisasi pernah juga dilakukan oleh 
pemerintah daerah sendiri, agar supaya kebijakan kawasan tanpa rokok ini bisa berjalan 
dengan baik, tujuan ini semua demi kesehatan masyarakat, karena bahayanya asap rokok 
ini ketika di tempat umum. Sosialisasi merupakan sarana komunikasi yang penting karena 
suatu informasi dalam kebijakan akan tersampaikan dengan baik kepada sasaran dan akan 
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Namun sampai saat ini juga masih 
ada beberapa masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut, dikarenakan sanksi 
bagi para perokok ini belum tegas dan belum ada masyarakat yang mendapat sanksi 
tersebut. Hal ini juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah, karena ketika 
mengeluarkan kebijakan harus lebih memperhatikan komunikasi dengan badan terkait dan 
tentunya juga masyarakat. Karena dinilai sampai saat ini juga penerapan kebijakan ini 
belum belum bisa berjalan dengan baik, karena kurangnya komunikasi yang baik antara 
pemerintah daerah, badan hokum serta masyarakat yang ada. Dalam hal ini juga 
pemerintah dalam dimensi kejelasan dalam komunikasi kebijakan menginginkan kebijakan 
dapat dimengerti oleh implementator dan sasaran kebijakan. Kejelasan yang diterima oleh 
implementator dan sasaran kebijakan sangat penting agar mengetahui tujuan dan maksud 
dari kebijakan tersebut. Karena beberapa masyarakat juga tidak mengetahui akan kebijakan 
ini, itu menjadi salah satu contoh bahwa komunikasi yang ada dalam penerapan kebijakan 
ini masih kurang, sehingga kebijakan ini tidak bisa berjalan dengan baik adannya. Hasil 
observasi di lapangan juga menemukan beberapa pengunjung merokok di lingkungan pusat 
perbelanjaan yang ada di salah Kota Manado masih banyak perokok yang ada, padahal jelas 
tertulis dalam perda yang ada, untuk tidak merokok di tempat umum khususnya di pusat 
perbelanjaan. Selain itu terdapat beberapa puntung rokok beserta bungkusnya dibuang 
sembarangan di lingkungan dan koridor pusat perbelanjaan ini. Hal tersebut menunjukan 
bahwa pengunjung sudah terbiasa merokok di lingkungan tersebut. Beberapa informasi di 
atas dapat disimpulkan bahwa penyampaian kebijakan kawasan tanpa rokok masih belum 
jelas. Pemahaman mengenai kebijakan tersebut khususnya pada pengunjung kemungkinan 




kepada pengunjung, atau pihak dari pusat perbelanjaan itu sendiri tidak mensosialisasikan  
mengenai peraturan daerah ini. Dimensi konsistensi dalam komunikasi kebijakan 
menginginkan implementasi kebijakan berjalan efektif dengan perintah perintah yang jelas 
dan konsisten. Dimensi konsistensi di pemerintah Kota Manado sendiri belum bisa 
dianggap sebagai sikap konsisten karena terdapat sebuah tempat di lingkungan yang 
digunakan khusus untuk merokok dan lingkungan tersebut masih digunakan bebas untuk 
merokok tanpa adanya teguran dari pihak – pihak yang ada. 
 
2. Resources (Sumber Daya), Sumber daya mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam 
implementasi sebuah kebijakan. Sumber daya yang tersedia diharapkan mendukung 
implementasi kebijakan, jika sumber daya tidak mendukung tentu saja akan menghambat 
pelaksanaan kebijakan. Sarana penunjang yang tepat juga dapat memaksimalkan tujuan 
dari sebuah kebijakan. Sumber daya pada proses implementasi kebijakan kawasan tanpa 
rokok di Kota Manado berhubungan dengan kesiapan dari pihak pelaksana. Sumber daya 
tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya 
peralatan, dan sumber daya kewenangan. Kesiapan sumber daya manusia dalam 
implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Manado di tangani oleh bagian 
hukum sekretariat daerah Kota Manado, namun dari adanya kebijakan kawasan tanpa 
rokok tersebut kondisi sumber daya yang ada belum dimaksimalkan. Artinya penerapan 
kebijakan ini belum di maksimalkan oleh sumber daya yang ada, buktinya masih ada saja 
para perokok yang melanggar aturan tersebut dan bahkan ada para perokok yang tidak 
mengetahui mengenai kebijakan kawasan tanpa rokok ini. Sangat di sayangkan juga ketika 
aturan yang mendukung dan menjaga kesehatan masyarakat dari bahaya nya asap rokok ini 
tidak berjalan dengan baik. Sumber daya kewenangan yang berada di bagian hukum 
sekretariat daerah ini bisa di katakan tidak di jalankan dengan baik, karena beberapa sanksi 
yang telah di tetapkan namun tidak di laksanakan dengan baik, mungkin ini salah satu 
penyebab ketika masih banyak perokok yang melanggar aturan ini. Ketika ada sumber daya 
yang mampu menerapkan kebijakan ini, maka ada terciptanya suatu lingkungan yang 
dinginkan sesuai peraturan daerah yakni, Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok 
diarahkan memberikan lingkungan sehat dan udara yang bersih bagi setiap orang dengan 
menghapuskan bahaya rokok agar rokok tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan 
perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Dan juga melindungi  kesehatan  
perseorangan,  keluarga,  masyarakat,   dan lingkungan dari bahaya bahan  yang  
mengandung  karsinogen  dan  Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat 
menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup, melindungi penduduk 
usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh 
iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang 
mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, meningkatkan kesadaran dan 
kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok; dan 
melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain. Adapun ruang lingkup dari 
peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini meliputi : tanggung jawab Pemerintah 
Daerah, penetapan Kawasan Tanpa Rokok, kewajiban Pimpinan atau Penanggung Jawab 
Kawasan Tanpa Rokok, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan oleh 
Pemerintah Daerah, sanksi administrasi; dan sanksi pidana. 
 
3. Disposition (Disposisi), Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan untuk 
melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat 
diwujudkan. Sikap yang bisa mempengaruhi berupa sikap menerima, acuh tak acuh, atau 
menolak. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dari seorang implementor akan kebijakan 
tersebut mampu menguntungkan organisasi atau dirinya sendiri. Pada akhirnya, intensitas 
disposisi implementor dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau 
terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi 
kebijakan. Pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Manado. Pihak – pihak yang 
terlibat dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di rumah sakit diharapkan 
memiliki dedikasi untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kepala bagian hukum 




kebijakan tersebut dengan masyarakat yang ada. Pemerintah Kota Manado sendiri 
melakukan upaya untuk mensosialisasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Manado  
kepada kelompok sasaran, pemasangan papan tanda larangan dilarang merokok di kawasan 
yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Sikap pelaksana kebijakan pemerintah Kota 
Manado masih belum menunjukkan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kebijakan 
kawasan tanpa rokok di Kota Manado. Hasil observasi dilapangan juga menemukan seorang 
pengunjung yang merokok di sekitaran tanda larangan di kawasan tanpa merokok di pusat 
perbelanjaan yang merokok tidak mendapatkan teguran sedikitpun padahal beberapa 
karyawan hanya lewat begitu saja. Hal tersebut menunjukkan sikap yang tidak sejalan 
dengan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan ini. Kesimpulan dari beberapa 
pendapat dan hasil observasi di atas menunjukkan bahwa sikap atau disposisi pelaksana 
kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Manado ini belum bisa sesuai dengan kebijakan 
kawasan tanpa rokok. Pelaksana kebijakan masih menunjukkan sikap yang tidak 
mendukung atas kawasan tanpa di Kota Manado.  Adapun sikap dari pemerintah dalam 
pelaksanaan kebijakan daerah tentang kawasan tanpa rokok yaitu Pemerintah Daerah 
sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan 
mengawasi pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau 
bagi kesehatan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap 
informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa 
Produk Tembakau bagi kesehatan. Pemerintah Daerah mendorong kegiatan penilitian dan 
pengembangan dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa 
Produk Tembakau bagi kesehatan. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak 
dan perempuan hamil terhadap bahaya bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa  Produk  
Tembakau, Pemerintah Daerahwajib menyediakan posko pelayanan edukasi selama 1 x 24 
(satu kali dua puluh empat) jam. Posko pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapatberupa hot(ine service atau call center, ketentuan lebih lanjut diatur  dengan  
Peraturan Walikota. Dalam Rangka  memenuhi  akses  ketersediaan  informasi  dan  edukasi 
kesehatan masyarakat, Dinas wajib menyelenggarakan  iklan  layanan masyarakat  
mengenai  bahaya  menggunakan  produk  tembakau  dan mendorong tindakan tidak 
merokok sebagai gaya hidup modern. Dinas wajib memenuhi ketentuan  sebagaimana  
dimaksudayat  (1)  paling sedikit dengan memasang iklan pada media televisi lokal, media 
radio lokal secara berkala, dan memasang iklan di media luar ruang pada Kawasan Tanpa 
Rokok dalam jumlah yang memadai. Adapun peran masyarakat dalam 
mengimplementasikan peraturan daerah ini, yang di harapkan oleh pemerintah daerah 
yaitu : memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan 
kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok; melakukan pengadaan dan 
pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan 
Tanpa Rokok, ikut serta dalam memberikan bimbingan dari penyuluhan serta 
penyebarluasan informasi kepada masyarakat. 
 
4. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi). Kebijakan yang begitu kompleks menuntut 
adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan 
yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya yang tidak termotivasi 
sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan 
harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan 
melakukan koordinasi dengan baik. Struktur birokrasi jelas mempengaruhi keberhasilan 
kebijakan karena melibatkan banyak pihak di dalamnya. Beberapa pihak yang terlibat 
dalam pelaksanaan kebijakan akan bersinergi membentuk struktur birokrasi untuk 
mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan. Struktur birokrasi memiliki 
pemimpin yang mempunyai peran sebagai penanggung jawab. Pemimpin struktur birokrasi 
dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Manado adalah kepala bagian 
hukum sekretariat daerah Kota Manado. Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas 
menunjukkan bahwa belum ada pedoman yang jelas dari pihak hukum secretariat daerah 
untuk mengatur pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Manado. Pihak 
pemerintah Kota Manado sudah melaksanakan perintah untuk memasukan larangan 




pihak – pihak yang telah dinyatakan pemerintah daerah untuk tidak merokok sudah 
memasang larangan sesuai dengan peraturan yang ada. Impelementasi merupakan tahap 
yang penting dalam sebuah kebijakan. Implementasi akan mempengaruhi berhasil atau 
tidaknya suatu kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan yang telah dibuat dengan baik tidak 
akan berjalan jika tidak diimplementasikan dan hanya akan menjadi wacana semata. Proses 
implementasi kebijakan pastinya akan dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan 
sebuah keberhasilan maupun kegagalan. Terdapat empat faktor yang akan mempengaruhi 
sebuah proses implementasi kebijakan. Faktor pertama adalah bagaimana jalinan 
komunikasi dalam proses implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya menjadi 
faktor berikutnya. Faktor ketiga yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam 
proses implementasi kebijakan adalah komitmen atau sikap dari pelaksana kebijakan. 
Faktor terkahir yaitu struktur birokrasi. Seluruh faktor tersebut akan menentukan 




1. Komunikasi merupakan faktor yang mempunyai peran yang penting dalam implementasi 
suatu kebijakan. Sebuah kebijakan harus dikomunikasikan antara pembuat kebijakan 
dengan pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan kawasan tanpa asap rokok dalam hal ini 
adalah bagian hukum pemerintah daerah Kota Manado. Pelaksana mempunyai tugas untuk 
menyampaikan informasi mengenai kebijakan kawasan tanpa rokok kepada seluruh 
masyarakat selaku obyek kebijakan. Komunikasi harus disampaikan dengan jelas dan 
akurat agar mudah dimengerti dan berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan kawasan tanpa 
asap rokok di Kota Manado. Oleh karena itu pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini, 
harus menciptakan komunikasi yang baik, antara badan terkait dan masyarakat. Agar 
supaya pelaksanaan perda ini bisa berjalan dengan baik. 
2. Sumber daya menjadi faktor pendukung keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh 
pelaksana kebijakan kepada objek kebijakan. Sumber daya pada proses implementasi 
kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Manado berhubungan dengan kesiapan dari pihak 
pelaksana. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya 
anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Artinya pemerintah harus 
lebih memperhatikan setiap sumber daya yang telah di utus dalam penerapan kebijakan ini, 
agar supaya kebijakan kawasan tanpa rokok ini bisa berjalan dengan baik. Karena sumber 
daya yang ada mempengaruhi berhasilnya kebijakan ini. 
3. Sikap atau komitmen dari pelaksana kebijakan dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. 
Komitmen yang kuat dari pelaksana kebijakan dapat mensukseskan implementasi 
kebijakan, untuk itu tuntutan komitmen pada pelaksana kebijakan harus kuat dan penuh 
dedikasi terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan kawasan tanpa 
rokok di Kota  Manado yang dapat dilihat pada saat wawancara dan observasi menunjukan 
bahwa sikap pelaksana kebijakan masih belum bisa mendukung sepenuhnya terhadap 
pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Manado. Artinya pemerintah harus 
lebih tegas dalam penerapan ini, ketika ada oknum yang tidak menjalankan dengan baik 
kebijakan ini, maka harus ada sanksi juga bagi para oknum yang tidak dapat menjalankan 
kebijakan ini. 
4. Struktur birokrasi merupakan faktor yang perlu diperhatikan selain komunikasi, sumber 
daya, dan disposisi. Struktur birokrasi mempunyai pengaruh dalam implementasi 
kebijakan. Implementasi kebijakan akan melibatkan banyak orang di dalamnya. Dalam 
struktur birokrasi diperlukannya pembagian tugas tanggung jawab, kegiatan atau program 
pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adanya hal 
tersebut maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang 
berkompeten. Artinya pemerintah harus memiliki struktur yang jelas untuk bisa menopang 
berjalannya kebijakan ini, karena kalau tidak ada struktur yang jelas, maka kebijakan ini 
tidak bisa terjalankan dengan baik. 
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